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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembaharuan hukum di Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya
kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang- Undang
Dasar tahun 1945 alinea 3 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia berkat
rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta adanya keinginan luhur dari bangsa Indonesia
untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan
kebangsaan yang bebas itu dicapai dengan membentuk pemerintah Negara Indonesia
yang disusun dalam Undang Undang Dasar.

Dengan demikian maka cita-cita atau keinginan luhur bangsa Indonsia adalah
terwujudnya kehidupan berbangsa yang bebas dalam suatu ketaraturan dalam bingkai
Undang Undang Dasar. Undang Undang Dasar merupakan landasan tertib hukum
suatu negara. Dengan demikian maka kehidupan kebangsaan yang bebas sebagaimana
diamanatkan dalam konstitusi yaitu kehidupan kebangsaan bebas yang berlandaskan

pada ketertiban hukum.**

Undang Undang Dasar tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 merupakan
hukum dasar Negara Republik Indonesia, yang sekaligus merupakan bukti konkrit
adanya pembaharuan hukum di Indonesia, yang semula bernama Hindia Belanda,
yang mempunyai tata hukum yang berbeda dengan Indonesia sebagai negara
merdeka. Pembaharuan hukum setelah ditetapkannya UUD 1945 sebagai hukum

dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:
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Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suautu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.™

Dengan demikian tujuan dari bernegara adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
berlandaskan Pancasila. Tujuan tersebut tentu membutuhkan tata aturan, tata hukum
yang diimplementasikan dalam pembaharuan hukum termasuk diantaranya
pembaharuan dalam hukum pidana, yang sampai saat ini masih bersumber pada Kitab
Undang Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP atau Wetboek van
Strafrecht (WvS) sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, walau dalam perkembangannya sudah
diadakan perubahan disesuaikan dengan suasana negara merdeka dan kebutuhan
praktis di lapangan.

Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: mati, penjara, kurungan dan denda.
Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan barang-barang tertentu,
pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman putusan hakim. Berdasarkan Undang

Undang Nomor 20 tahun 1945 ditambahkan pidana pokok baru, yakni pidana tutupan

yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidaana politik yang diancam pidana
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penjara. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang selalu dirumuskan sebagagai
ancaman pidana dalam setiap delik yang berbentuk kejahatan sebagaimana terdapat
pada KUHP.

Barda Nawai Arief >

menyatakan bahwa ancaman pidana penjara dalam
KUHP mencapai jumlah sampai 74,10 %, tidak imbang bila dibandingkan dengan
pidana lain yakni mati = 1,68 %, kurungan 5,41 % dan denda 18,81 %. Adanya
pandangan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan
tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat
subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana
dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin
dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana
mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistis harus pula
diperhatikan.™

Disamping itu, sudah terdapat kritik yang menyatakan bahwa pidana penjara
sudah waktunya untuk dihilangkan,*>* Pemidanaan berupa rehabilitasi dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Hakim yang
memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika
pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dan

hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut

152 Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
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tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.'>®> Sedangkan masa
menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika yang diputus
bersalah melakukan tindak pidana narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa
menjalani hukuman.

Seorang pecandu yang perkaranya diperiksa pada sidang pengadilan, maka
menjadi kewenangan hakim untuk tidak memenjarakan pecandu tersebut bila ia
terbukti melakukan tindak pidana melainkan diputus untuk menjalani rehabilitasi.
Dalam mengambil suatu putusan, hakim pada dasarnya telah diberikan kebebasan
untuk memutus tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal tersebut karena
suatu putusan hakim merupakan refleksi dari penegakan hukum dan keadilan. Namun
janganlah kebebasan hakim diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati karena tentu
kebebasan diberikan dengan tujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan

kebenaran.'*

Pemberian kewenangan pada hakim yang memungkinkan rehabilitasi kepada
pecandu yang menggunakan atau menyalah guna narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis merupakan hal yang
tepat yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena
pada dasarnya seorang pecandu adalah mereka yang mengalami ketergantungan
terhadap narkotika, mereka yang sedang sakit karena kecanduan dan membutuhkan

157

perawatan fisik maupun psikologis serta dukungan masyarakat,™" sehingga hukuman

penjara bagi mereka hanya akan mengakibatkan inkompetensi atau ketidakmampuan
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mereka untuk menjalankan pidana tersebut.

Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, yaitu sejauhmana pertimbangan
hukum hakim untuk dapat memberikan putusan pemidanaan berupa rehabilitasi atau
kemungkinan alternatif sanksi pidana lain bagi seorang pecandu narkotika.
Berdasarkan alasan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
Rekonstruksi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam UU No.

35/2009 Tentang Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.
B. Permasalahan

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan untuk dikaji

adalah :

1. Mengapa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum berkeadilan?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan bagi pelaku tindak pidana narkotika?

3. Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika
berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum

berkeadilan.

2. Menganalisis kelemahan-kelemahan bagi pelaku tindak pidana narkotika.



3. Rekonstruksi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berbasis nilai

keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara
teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penerapan hukum
pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana narkotika, secara praktis dapat dijadikan
dasar atau pedoman bagi hakim, jaksa dan penegak hukum lainnya.

1. Secara Teoritis

Menghasilkan teori baru penerapan hukuman pidana kerja sosial bagi pelaku
tindak pidana narkotika. Mengetahui prosedur pidana kerja sosial dan penerapan
hukuman pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana narkotika.

2. Secara Praktis

Memberikan gambaran bagi penegak hukum khususnya hakim dalam
menerapakan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Memberikan
rekomendasi bagi penegak hukum khususnya hakim terkait penerapan hukuman

pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pindana narkotika.

E. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Rekontruksi

Menurut James P. Chaplin, Reconstruction merupakan penafsiran data
psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah

terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang



bersangkutan.158 B.N Marbun, menuturkan Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu
ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan
yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.’*® Ali
Mudhofir, berpendapat Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat
pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan
dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata
peradaban yang baru.'®

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu
berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung
nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu
sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu,
apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi
pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para
rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba
dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada
subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan susbstansi dari
sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan
bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk
merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab

pemikiran sosial terpenting, yakni sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan

158 james P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him.
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strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh
tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya
serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup
rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan
mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoritis baru. Rekonseptualisasi atas konsep
tindakan, struktur dan system diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang
terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.'®!

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan
atau tingkah laku yang ada di masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada
tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bias dijadikan instrumen untuk mengatur
sesuatu.

Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat
bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum
sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi
hukum sebagai alat rekayasa sosial/ pembangunan (law as a tool of social
engeneering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen
pengatur perilaku masyarakat (social control).

Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam
pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan

dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil

161 peter Beilharz, Teori-teori Sosial : Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka,
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(predictability), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.*®?

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum
sebagai alat untuk memaksakan kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja.
Tetapi, saat ini konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, menurut Moempoeni
Martojo, Perundang-undangan suatu Negara melukiskan kepada kita tentang adanya
pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh Negara kepada
warga masyarakat umumnya.*®®
2. Pidana dan Sanksi Pidana

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan
pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri- ciri atau sifat-sifatnya
yang khas.'®* Menurut Wirjono Prodjodikoro,  pidana adalah hal-hal yang
dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum
sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari
dilimpahkan. '® Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk
menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau
tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.*®

Van Hamel, mengungkapkan bahwa arti daripada pidana atau straf menurut

hukum positif merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah
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10

dijatuhkan oleh kekuaaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara
sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni
semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang
ditegakkan oleh negara.*®’

Simons, menuturkan pidana atau straf dapat diartikan sebagai suatu
penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran
terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi
seseorang yang bersalah.'®®

Algra Janssen, berpendapat bahwa pidana atau straf adalah sebagai alat yang
dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan kepada mereka yang
telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa
tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya
dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu
seandainya iat telah tidak melakukan suatu tindak pidana.*®

Sudarto, mempertanyakan istilah pidana. Dalam hal ini Sudarto menyatakan :

“Yang jelas harus disadari ialah bahwa pengertian pidana dari abad
kesembilan belas perlu diadakan revisi apabila kita menghendaki suatu
pembaharuan dalam hukum pidana kita. Pada waktu KUHP kita dibuat,
ialah lebih dari 60 tahun yang lalu, mengenakan pidana diartikan sebagai
pemberian nestapa secara sengaja. llmu hukum pidana dalam

perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya sanksi yang berupa

tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran modern maka di berbagi

negara akhirnya pengertian pidana demikian itu harus ditinjau kembali”."’

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut diatas di atas,

Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan

167 p AF. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Alumni, Bandung, 1984, him. 47.
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ketentuan pidana tercantum dalam Bab Il Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:’

1

a. Pidana pokok:

1.

2.

3.

4.

5.

Pidana mati

Pidana penjara

Pidana kurungan

Pidana denda

Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim.
Sedangkan jenis pidana yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (RKUHP) 2018, agak sedikit berbeda dengan pidana yang terdapat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikemukakan oleh Zainal Abidin,

bahwa dari segi pengelompokannya antara RKUHP 2018 dan KUHP sama vyaitu

diklasifikasikan kepada 2 (dua) golongan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

a.

b.

C.

d.

e.

Pidana Pokok dalam Pasal 65 RKUHP adalah :

Pidana penjara
Pidana tutupan
Pidana pengawasan
Pidana denda

Pidana kerja sosial

11 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, him. 6.
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Pidana mati menurut RKUHP 2018 Pasal 66 merupakan pidana pokok akan

tetapi bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana tambahan dalam RKUHP adalah:*"

a. Pidana penjara

b. Pidana tutupan

C.

Pidana pengawasan

d. Pidana denda

e.

Pidana kerja sosial

Pidana mati menurut RKUHP 2018 Pasal 66 merupakan pidana pokok akan

tetapi bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana tambahan dalam

RKUHP adalah:'"

1.

2.

Pencabutan hak tertentu

Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan

Pengumuman putusan hakim

Pembayaran ganti kerugian

Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut

hukum yang hidup.

Setelah memperhatikan dan mengadakan komparasi jenis pidana yang

tercantum dalam KUHP dan RKUHP 2018 tentang jenis-jenis pidana sungguh

terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP

2005 yaitu pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang menempati urutan

172 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, him. 6

178 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, ELSAM,
Jakarta, 2005, him. 18-19.
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pertama melainkan menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula pidana
tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara, lain halnya dengan
KUHP yang menempati urutan kelima.*™

Disamping itu juga, penting membahas terkait pengertian pemidanaan.
Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan
puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah
melakukan tindak pidana. ”A criminal law without sentencing would morely be a
declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences
following form that guilt”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan
seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.
Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami
sebagai dapat dicela, maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan
tersebut.'”

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada
keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang
bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktik tentu saja hal ini akan
bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan
demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan

pemidanaan yang konsisten atau consistency of sentencing. Sekalipun demikian

sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap

174 | pid.
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pemidanaan atau consitency of aproach to centencing.

Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk
menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan (injustice). Karena
seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari
yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan
hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi fluctuation in sentencing.*”

Badan legislatiflah yang bertugas menerapkan batas pemidanaan (the limit of
sentencing), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pemidanaan (the level of
sentencing). Bobot ini harus dirasakan dan untuk adil harus mempertimbangkan
pelbagai faktor sehingga terjadi apa yang dinamakan pemidanaan yang patut (proper
sentence). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah
suatu langkah yang disebut discretion, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai
perilaku personal, tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan
secara khusus atas daar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan
keadilan.'”’

Menurut Sudarto, perkatan pemidanan adalah sinonim dengan perkataan
penghukuman. Yaitu, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat
diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya.
Menetapkan / memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut
bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum
perdata, hukum administrasi dsb.). Sehingga, menetapkan hukum dalam hukum

pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman

176 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Semarang, 1995, him. 111.
7 1bid.
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dalam perkara pidana kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian /
penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna
yang sama dengan sentence atau veroordeling, misalnya dalam pengertian sentence
conditionaly atau voorwaardelijk veroordeeid yang sama artinya dengan dihukum
bersyarat atau dipidana bersyarat.'”

W.A. Bonger, berpendapat menghukum adalah mengenakan penderitaan.
Menghukum sama artinya dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak
pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan
perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar.
Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu
kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi unsur
pokok baru hukuman, adalah tentangan yang dinyatakan oleh Kkolektivitas dengan
sadar.'”

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan
umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti
usaha untuk mewujudkan peraturan perundang- undangan pidana yang sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut

Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :*®

a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan
kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakut-nakuti
orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di

kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie).

'’ Sudarto. Ibid., him.72.

S wA. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT.
Pembangunan, Jakarta, 1982, him. 24-25.

180 sydarto, Ibid,. him. 83.
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b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik

tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman

negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :

1.

Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota
masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak

pidana.

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori restributif

tujuan pemidanaan adala

h:181

a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik

C.

perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya.
Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan
alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe restributif
ini disebut vindicative.

Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku
kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap
ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan
dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima
ganjarannya. Tipe restributif ini disebut fairness.

Pemidanaan  dimaksudkan  untk  menunjukkan  adanya

181

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju,

Bandung, 1995, him. 83-84.
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kesebandingan antara apa yang disebut dengan the grafity of the
offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe restributif ini
disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam ketegori the
grafity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga
termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang
dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalainnya.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama
dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas
tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana
sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua
pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam
sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai
beberpa tujuan yang bisa dikasifikasikan berdaarkan teori-teori tentang
pemidanaan.'®?

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam
perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena
didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Maka pada
tahun 1970 telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi
tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-
garis pedoman.*®

Dalam menetapkan tujuan pemidanaan Sholehuddin, mengemukakan bahwa

untuk menciptakan sinkroniasi yang bersifat fisik dalam tujuan pemidanaan harus

182 7ainal Abidin, Ibid, him. 10.

183 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan
Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 61.
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diperhatikan adanya 3 (tiga) faktor. Yang pertama, sinkronisasi struktural atau

structural synchronizaton, kedua sinkronisasi substansial atau subtansial

synchronizaton, dan yang ketiga sinkrinosasi kultural atau cultural synchronization.'®*

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan pemidanaan yang tercermin dalam

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:*®

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang
lain dan diakui sebagai konflik

b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan
kewajiban pada masa depan

c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi

d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan
restorasi sebagai tujuan utama

e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas

dasar hasil

f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial

g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif

h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah
maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku
tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab

i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak
pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan

yang terbaik

184 1bid., him. 119.
185 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung. 1996, him. 90.
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J.  Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial,
dan ekonomis
k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Sementara itu, pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, pada dasarnya
tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau
pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk
memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan
hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas
delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan
pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa,
pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai
terjemahan dari bahasa Belanda straf yang dapat diartikan sebagai hukuman.*®

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah
perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan
secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak
ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian
kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara
yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi, selanjutnya Djoko Prakoso
menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan
yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan

reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana

186 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 37.
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adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang
disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.*®’

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan strafbaarfeit untuk
mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan
strafbaarfeit, sehingga timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan
olen Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut
dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan pendapat Pompe
mengenai Strafbaarfeit adalah, Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu
pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.®

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata
straf ini dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan wordt gestraft, adalah
merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan
menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan
kata wordt gestratft.

Jika straf diartikan hukuman maka strafrecht seharusnya diartikan dengan

hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa dihukum berarti

diterapi hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil

187 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam

Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him 137.

188 | amintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru. Bandung, 1984, him.
173-174.
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atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana,
sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.**°

Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga
dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum
(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut
bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.’® Sudarto berpendapat,
yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi
atas delik, dan ini 